SALINAN l

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL, DAN TATA KERJA PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a.bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kendal dengan diterbitkannya
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun
2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal sudah
tidak sesuai dengan kondisi sekarang schingga perlu
diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46
Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kendal;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9  Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398,

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494};

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2453,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-dacrah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta,

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 2 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 153)

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 200);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan
Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 46 Seri D No.20,
Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152;
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN
TUGAS JABATAN STRUKTURAL, DAN TATA KERJA PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KENDAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor
46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 46
Seri D No. 20, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 152) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf d Pasal 2 dihapus sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan;
b. Unsur Pengarah;

c¢. Unsur Pelaksana, terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana;

2. Sekretariat,;

3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan,

4. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan

5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
d. dihapus.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan
penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi
pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca
bencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BPBD mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan
penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif
dan efisien;



b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana di daerah secara
terencana, terpadu, dan menyeluruh;

¢. pembinaan dan pengendalian penanggulangan
bencana di daerah; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan penanggulangan bencana di daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

Kepala Badan bertugas :

a. merumuskan konsep kebijakan Bupati di bidang
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan
perundang-undangan sebagai bahan arahan
operasional;

b. merumuskan program kegiatan Badan
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;

c. mengoordinasikan urusan rumah tangga
daerah di bidang penanggulangan bencana
sesuai kebijakan Bupati;

d. mengarahkan tugas bawahan dengan
memberikan  petunjuk  dan bimbingan  baik
secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan pelayanan di bidang

penanggulangan bencana;

e. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana
di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan sebagai pedoman operasional kegiatan

f. melaksanakan pembinaan teknis dan
administratif di bidang penanggulangan bencana
sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

g. menyelenggarakan  kegiatan penanggulangan
bencana sesuai program dan kebijakan yang telah
ditetapkan;

h. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap
usaha penanggulangan bencana yang mencakup
pencegahan bencana, tanggap darurat,
penanganan pengungsi, logistik rehabilitasi, serta
rekonstruksi secara adil dan setara;

i. menetapkan standarisasi serta kebutuhan
penyelenggaraan penanggulangan  bencana
berdasarkan peraturan perundang-undangan,;

j. menetapkan prosedur tetap penanganan

bencana dan peta rawan bencana;
k. melaporkan  penyelenggaraan  penanggulangan
bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam



kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi
darurat bencana;

l. mengoordinasikan dan mengendalikan
pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan
barang bagi daerah bencana bersama dengan
SKPD atau instansi terkait;

m. mengevaluasi pelaksanaan  kegiatan Badan
dengan cara mengukur pencapaian program
kerja yang telah disusun untuk bahan laporan
kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;

n. memberikan  laporan pertanggungjawaban
penggunaan anggaran yang diterima dari
APBD dan sumber lainnya  berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

0. menyiapkan penyelanggaraan pemilihan anggota
unsur pengarah sesuai dengan mekanisme dan
peraturan perundang-undangan;

p. menetapkan lembaga independen yang
menyelenggarakan proses pendaftaran dan seleksi
calon anggota unsur pengarah sesuai peraturan
perundang-undangan;

q. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Unsur
Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD dalam
rangka penanggulangan bencana daerah;

r. menyampaikan informasi mengenai
perkembangan aktual bencana dan upaya
penanggulangan bencana sebagai bentuk
pelayanan informasi kepada masyarakat;

s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan
menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala melalui sistem penilaian
yang tersedia;

t. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan baik secara lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas dan untuk menghindari
penyimpangan; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

3. Ketentuan huruf h ayat (3) Pasal 5 dihapus, sehingga
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang kepala
pelaksana yang mempunyai tugas pokok
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melaksanakan penanggulangan bencana secara

terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap

darurat, dan pascabencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana mempunyai
fungsi :

a. perencanaan program kegiatan, penyusunan
petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan
logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;

b. pengoordinasian, fasilitasi dan komando kegiatan
bidang pencegahan dan kesiapsiagaan,
kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan
rekonstruksi bencana;

c. pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan
logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan,
kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan
rekonstruksi bencana.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Kepala Pelaksana bertugas :

a. menyusun program kegiatan Bidang
Penanggulangan Bencana berdasarkan hasil
evaluasi kegiatan tahun  sebelumnya dan
peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui
pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan;

¢. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya serta memberikan arahan dan
petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan  koordinasi dengan  unsur
pengarah di lingkungan Badan dan instansi
terkait lainnya baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan masukan,

informasi, serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

e. mempelajari dan mengkaji peraturan

perundang-undangan bidang penanggulangan
bencana guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan konsep kebijakan teknis Kepala
Badan dan naskah dinas yang berkaitan
dengan  pencegahan  dan kesiapsiagaan,
kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan
rekonstruksi bencana di daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
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g. melaksanakan sosialisasi peraturan
perundang-undangan di bidang
penanggulangan bencana;

h. dihapus;

[u—e,

menyiapkan  administrasi  penyelanggaraan

pemilihan  anggota Unsur Pengarah sesuai

mekanisme dan peraturan perundang-
undangan;

j. menyiapkan data dan bahan informasi
perkembangan aktual bencana serta upaya
penanggulangan  bencana  sebagai  bahan
pelayanan informasi kepada masyarakat;

k. melaksanakan koordinasi dengan  BPBD
Provinsi, instansi vertikal, lembaga usaha,
dan satuan kerja perangkat daerah lainnya yvang
diperlukan pada tahap pencegahan dan
kesiapsiagaan, kedaruratan  dan logistik,
rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;

l. mengoordinasikan pengerahan sumber daya
manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja
perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang
ada di daerah serta langkah-langkah lain vang
diperlukan dalam rangka penanganan darurat
bencana,

m. membentuk Satuan Tugas sesuai kebutuhan

serta mengoordinasikan pengerahan Satgas/

Tim SAR dalam kegiatan penanggulangan

bencana;
n. melaksanakan  monitoring, evaluasi, dan
menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan secara berkala melalui sistem penilaian
yvang tersedia;

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan baik secara lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan masukan guna Kkelancaran
pelaksanaan tugas dan untuk menghindari
penyimpangan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai
dengan perintah atasan.

4. BAB IV dihapus.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Unsur
Pengarah dan Kepala Pelaksana wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara
vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-
masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai
dengan tugas pokoknya.



Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 108
@aﬁnfa(n“aesual dengan aslinya,

KEPAT.A BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

| NUR"F JAD. S.H.. M.H.
Perﬂbma Tk I
Nrp 19700215 199003 1 006




